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Juringan Dok, nthrmasi Hokum ( IO ) Tabun 2007 _
Baginn Hukum Jan Organisasi Setda Kab. Halmahera Tinur :

o

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
" . NOMOR 12 TAHUN 26007

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN
DAN PENGOLAHAN BAHAN.GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

bahwa dalam menunjang dan membiayai penyelenggaraan pemerintahan - umnum,
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan usaha-
usaha untuk meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli
Daerah sebagai perwujudan dari pada pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata,
serasi, dan bertanggung jawab;

- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
~ tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah jo. Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Daerah diberikan kewenangan sesuai
dengan asas ofonomi untuk menggali sumber — sumber pendapatan yang potensial guna

menunjang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kesejahteraan
masyarakat; - :

. - bahwa salah satu sumbér Pendapatan Asli Daerah yang dapat memberikan kontribusi

terhadap penerimaan daerah adalah Pengambilan dan Pengoiahan Galian C ;

bahwa sumber daya alam yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada huruf ¢ di atas, dapat dilakukan pungutan pa;ak sesuai dengan semangat dan jiwa
pembaharuan perpajakan dan retribusi daerah; -

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, ¢ dan d dratas petlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambtlan dan Pengolahan Galian C di

" Kabupaten Halmaheéra Timur.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan -
{Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262)
Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3984);

_ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Pehyelasaian Sengketa Pajak

(Lembaran Negara Tahun 1397 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

-Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentnag Penagihan Pajak déngan Surat Paksa

{Lembaran Negara Tahun 1997 Nomom 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686); -

Undang- Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Prov:n31 Maluku Utara,
Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat ( Lembaran Megara RI Tahun 1999 Nomor
174, Tambahan Lembaran Negara Rl Nemor 3016)

Cw
h



Menet-a-pkan

10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara,

Kabupaten Halmahera selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur
dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 .

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peryndang-

Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor. 54 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389); :

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana

felah divhah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun -

2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Ri -

Nomor 4493) yang telah diteiapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
{Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
4548); :

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintaht Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Nomar 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592 ); ]

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara -

Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomar 4138);

Dengan Peréetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERATIMUR ~ ~ |

dan

BUPATI HALMAHERA TIMUR
MEMUTUSKAN :

'PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PAJAK
PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN C DI KABUPATEN

HALMAHERA TIMUR . e
BAB |
KETENTUAN UMUM |
- Pasal 1'

-Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

2
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4

'Pejabat adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
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Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Timur .

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan
Daerah atas pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C .

Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian Golongan C yang sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Perundang-undangan yang beriaku.

Eksploitasi Bahan Galian Golongan C adaiah Pengambilan Bahan Galian Golongan C dari sumber alam
didalam dan atau permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selajutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh
wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan
Perundang-undangari Perpajakan Daerah. : :

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib
Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat
lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang sefanjutnya disingkat SKPD adalah Surat‘_ Keputusan yang
menentukan besarnya jumiah Pajak yang terutang. '

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya--diéi'ngl‘(at SKPDKB adalah Surat keputf.lsan
yang menenfukan besamya jumiah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah -kekurangan

- pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selajutnya disingkat SKPDKBT adalah surat. '
keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak
yang terutang atau tidak seharusnya tentang. '

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanju{nya. disingkat SKPDN adalah Surat keputusan yang
menetukan jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang sefanjuinya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan atau sankst administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB R -
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dipungut pajak ataé kegiatan
eksploitasi bahan galian golongan C. o - : .

Obyek pajak bahan galian golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C.
Bahan galian golongan C sebégaimana yang d?maksud pada ayat (1) pasal ini, adalah:

Ashes’

Batu Tulis _
Batu setengah permata
Batu kapur
Batu apung

Batu permata
Bentonit

Dolomit

. Feldspar

10, Garamn batu {Halite)
1. Granit

Juringan Dok, foformasi Hukum ( JDIHY Tuhon 2007 L ] 37
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30.°  Tanah liat
31, Tawas (alum)
32 Tras. -
33, Yarosit -
34, Zeolit
35. Basal
36, Traktit. ‘ _ . S
(3)  Dikecualikan dari obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah: -
a, Kegiatan pengambifan bahan galian golongan C yang nyata-nyata dimaksudkan untuk mengambil
bahan galian golongan C tersebut dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis.
b. ~~ Pengambilan bahan galian golengan C lainnya yang di;etépkan daiam Peraturan Daerah.
. Pésal 3
(‘i) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C,
(2)  Waijib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan
C. ’ . - 3 .
; ‘ BABIN
. DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
, _ Pasal 4 ' o
(1) Dasar pengenaan pajak adatah nilai jual hasil pengambilan bahan gafian golongan C.
(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan mangalikan volumeftonase hasil
pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C.
(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada masing-masing jenis bahan galian golongan C
ditetapkan secara priodik oleh Bupati sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat.
(4)  Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, ditetapkan dengan Keputusan Bupati,
Jaringan Dok, Informasi Hukum ( JD1E) Tahun 2007 7 . i . 38

12, Grafit

13.  Gips
14, - Kalsit
15.  Kaulin
16. Leusit
7. Maknesit .
18.  Mika

19,  Manmner
20, Nitrat
21, Opsidien
22, - Oker

23.  Pasir, kerikit dan batu
24. - Pasir kuarsa

25.  Perit -
26. Phospat
27, Talk

28.  Tanah serat (Fullers earth)
29. Tanahdiatome .
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_ . Pasal5
Tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

BAB IV
WILAYAH PUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal §
(1) Pajak Bahan Galian Golongan C yang terutang dipungut diwilayah Daerahj tempat Gatlian Golongan c
berlokasi

{2). Besamya pokok pajék _Galian Golongan C yang terutang dihitung. dengan cara menga[ﬁién tariff
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal
4, '
BABV V
_MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7 -

Masa pajak adalah yang Iamanya sama dengan 1 (satu) buian, takwxm atau ;angka waktu lain yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

- Pasal 8
Pajak térutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam Tahun pajak atau

dalam bagian Tahun pajak, menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakn Daerah.

Pasaly:

(2) . SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasai ini, harus diisi dengan jelas benar dan !engkap serta °
- ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya. . .

(3): SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1), harus dlsampalkan kepada Bupatl selambat-lambatnya 15 (Ilma
* belas) hari setelah berakhimya masa pajak.

(4) - Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD dltetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB Vi
“TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 19

) Berdasarkan SPTPD Sebagalmana dimaksud pada pasal 9 ayat (1), Bupati menetapkan pajék terutang
dengan menerbitkan SKPD. -

() - Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1) fidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling

* lama-30 (tiga puluh ) hari sejak SKPD diterima oleh wajib pajak, sikenakan sanksi admmlstras: berupa
g bunga sebesar 2 % {dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab, Halmabers Thnor
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. Pasal 11

Wajib pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), digunakan
untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang teruiang. -

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat temtangnya pajak, Bupali dapat menerbitkan :

a.  SKPDKB; ' ‘

bh.  SKPDBT;

S C SKPDN.

SKPDKB sebagaimana pada ayat (2) huruf a,diterbitkan :

a. " apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang atau kurang
dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung
dari pajak yang kurang afau terlambat dibayar uniuk ]angka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dihltung sejak terutangnya pajak; '

b.  apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Bupat: dalam jangka wakiu yang ditentukan dan telah

-ditegur ‘secara tertufis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) -

sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu palmg Iama 24
(dua puluh empat} bulan dihitung saat terutangnya pajak;

" ¢.-  apabila kewajiban mengisi STPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang-secara jabatan, dan dikenakan

sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak
ditambah sanksi adminisirasi berupa biaya sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak

- yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paimg Iama 24 {dua puluh ernpat} bulan
dihitung sejak terutangnya pajak

~ SKPSDKBT sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan apabila ditemitkan data baru atau data -
* yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumiah pajak yang terutang, akan

dikenakan sanksi administrasi berupa kenalkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan

.pajak tersebut.

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dlterbstkan apabﬂa jumah pajak yang temtang sama
besarnya dengan jumtah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Apabiia kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dlrnaksud pada
ayat (2) hunuf a dan b, tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka wajtu yang teiah ditentukan maka akan
ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanKSI administrasi berupa bunga sebesar 2% {dua
persen) sebulan.

Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4); tidak dikenakan apabila
wajib pajak melaporkan sendiri sebeium dilakukan tindakan pemeriksaan.
| BABVH
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

Pembayaran pajak dllakukan di Kas Daerah atau tempat fain yang djtumuk cleh Bupati sesuat waktu yang

ditentukan datam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDBT dan STPD.

Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus dis'et_or ke
Kas Daerah selambat-lambataya 1 X 14 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati,

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakah
SSPD. :

Bagian Hukum dan Qrpanisasi Setda Kab, Halmahera Timur
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Pasal 13
Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Bupati atas permohonan wajib pajak dapat melakukan persetujuan kepada Wajlb pajak untuk mengangsur
pajak terutang dalam kurun wakiu tertentu, setelah memenuhi persyaratn yang ditentukan.

Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan pada waijib pajak untuk menunda pembayaran pa]ak dafam
kurun wakiu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. '

Pembayam pajak sebagaimang dimaksud pada ayat (2) dan (3), harus dilakukan secara feratur dan
bertunst-furut dengan dikenakafY bunga sebesar 2% {dua persen) sebulan dari jumiah pajak yang belum
terbayar atau kurang dibayar.

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran
dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), ditetapkan oleh Bupati.

_ Pasal 14
Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, dlbenkan tanda bukt: pembayaran dan .

. dicatat dalam buku penerimaan,

Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukfi pembayaran dan penenmaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

. (1), ditetapkan oleh Bupat:

R
@

BABVHI
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK'
© Pasalts

Surat feguran atau surat penngatan atau surat lain yang sejenis sebagat awal tindakan pekasanaan

-penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. .

Dalam jangka waktu 7 {tujuh) hari setelah tanggal suraf teguran atau surat penngatan atau surat lam yang oo

* sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Surat teguran, Surat peringatan atau surat lain yang sejems sebagaamana dimaksud pada ayat (1

 dikeluarkan oleh Bupati atau pe;abat yang berwenang

Pasal 16

'Apabﬂa jumlah pa]ak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka wakiu sebagalmana ditentukan

dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar .

-~ ditagih dengan surat paksa.

* Pejabat lain menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu} hari sejak tanggal surat
. teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejems

 Pasal 17’

~ Apabila pajak yang harus dibayar t:dak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pembentahuan
- surat paksa pejabat segera menerbatkan surat perintah melaksanakan penyﬁaan

Pasal 18

Setelah dliakukan penyltaan dan wajib pajak belum melunaS| hutang pajaknya, setelah wakiu 10 (sepuluh) hari
sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksnakan Penyitaan Pe;abat mengajukan pennmtaan penetapan
tanggal pelelangan kepada Kanter Lelang Negara. - _

Saringan Dok. Informasi Hukum (JDIH ) Tabun 2007~ .~ : o 4]
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Pasal 19

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tangga!, jam dan tempatkan pelaksanaan lelang, juru sita

memberitahukan dengan segera secara tertuhs kepada wajib pa]ak

{1
@

(1)

Pasal 20

. Bentuk, jenis dan 15| formulir yang dlpergunakan untuk pelaksanaan penaglhan pajak daerah dltetapkan oleh
Bupati.

' - BABIX
PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21

Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan kennganan dan -

pembebasan pajak.

Tata cara pemberian pengurangari, kenngan dan pembebasan pajak sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)
pasal ini clltetapkan oleh Bupati. -

BABX -
.TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN ,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Kepala Daerah karena ]abatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :

a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT afau STPD yang dalam penerbitannya terdapat

keselahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-
undangan Perpajakan Daerah;

b. membatatkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

. mengurangi atau menhapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang
terutang dalam hal sankst tersebut dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena
kesalahannya. :

Permohonan, ‘pernbetulan. pengurangan ketetapan dan penghapusan atay pengurangan sanksi
administrasi atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada-ayat (1), harus
disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati, atau pejabat selambatlambatnya 30 (tiga

pulub} har sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan -

yang jelas.

Bupati atau pejabat lain paling lama 3 (tiga) Bulan sejak surat permohonan sebagaimana- d|maksud pada

ayat (2), diterima sudah harus memberikan keputusan.

Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) Bulan.sebagalmana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau pejabat lain
tidak memberikan Keputusan maka permohonan pembetulan. Pembatalan, pengurangan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sankst administrast dianggap dikabulkan.
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"' BABXI

KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 23
Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat lain berdasarkan atas ;
a. SKPD;
“b. SKPDKB{
c. SKPDBT;
d. SKPDLB;
e. SKPDN.

Permohonan keberatan sebagaxmana d:maksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas paling iama 3 (tiga) bulan.sejak tanggal
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN atau tanggal pemotangan / pemungutan diterima oleh
wajib pajak kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka wakiu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan diluar kekuasaannya

Bupati atau pejabat lain dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan se}ak tanggal permohonan |
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dtatas diterima, sudah membenkan keputusan.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menofak atau
menambah besamya pajak yang terutang. -

Apabila . lewat jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupatl atau pe;abat lain tidak
memberikan Keputusan maka permohonan keberatan sudah dianggap dikabutakan.

Pengajuan keberatan sebagaimana dlmakdus pada ayat (1) tldak menunda kewajiban membayar pajak
dan pelaksanaan penagihan pajak,

Pasal 24 : ,
Waijib pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa terhadap keputusan
mengenai keberatan nyayang ditetapkan oleh Bupafi.

Permohonan sebagalmana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia,

dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan dltenma dilampirkan salinan
dari keputusan tersebut.

Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban pembayaran pajak
dalam pelaksanaan penag:han pajak. :

- Pasal 25 -

Apabila pengajuan keberatan-sebaga{rhaha dimaksud dalam Pasal 23 atau banding sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan tambah
imbalan bunga sebesar2 % (dua persen) sebulan untuk Jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
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~ BABXIH
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permnhonan pengembalian ke!ebihan pembayaran pa;ak kepada Bupati
atau Pejabat lain secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

a. nama dan alamat Wajlb pajak;
b. masa pajak;
¢. besamya kelebihan pajak;
. d. alasan yéng jelas. _ ‘
 {2) Bupati atau Pejabat lain dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak difen'manya

permohonan mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah-

hans memberikan keputusan.

(3)_' Apablia jangka waktu sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dilampam Bupati atau Pejabat lain tidak
 memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sudsh dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalarn waktu paling lama 1 (satu} bulan.

{4)  Apabila wajib pajak mempunyai utang pajek lainnya dan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terfebih dahulu utang pajak dimaksud.

{5) =~ Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam wakiu paling lama 2 (dua) bulan sejak
~ diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak (SPFKP).

()" Apabila pengembalién kelebihan pembayaran pajék dilakukan setelah lewat wakiu 2 {dua) bulan sejak
' diterbitkannya SKPDLB Bupati atau pejabat lain memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebufan atau pembayaran kelebihan pajak. ©

Pasal 27

' Apabila kelebihan pembayéran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak. Iainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan buktl pemindahbukuan juga
bedaku sehagai bukti pembayaran .

P

~ BABXII
KADALUWARSA PENAGIHAN

_-Pasal 28

(1)  Hak dalam melakukan penagihan pajak kadaluarsa setelah melampauar. jangka waktu 5_(fima) tahun

terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apablla wajib pajak melakukan tindak’ pidana dibidang
Perpajakan Daerah, .

{(2)  Kadaluwarsa penagihan péjak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tertangguh apabila:
a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau; ' '
b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak tangsung.
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" BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 29

(1) .. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu’ dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik untuk meiakukan penyelidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud
datam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2)  Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan laporan berkenaan dengan tindak pidana
dibidang Perpajakan Daearah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang
-kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perjalanan Daearah tersebut;

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pnbadl atau badan sehubungan dengan tindakan
* pidana dibidang perpajakan Daerah;. :

d. memberkan buku-buky, catatan dan dokumen-dokumen Ialn berkenaan dengan hndak pidana
dibidang Perpajakan Daerah; e

e. melakukan penggeledahan untuk mendapaikan bahan buktl membuka catatan. dokumen lain serta
melakukan penyltaan terhadap bahan bukti tersebut;

“ . meminta bantuan tenaga ahli daiam rangka*peiaksanaan tugas penyldlkan tlndak pldana dtbldang
- pempajakn Daerah; .

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang menmggalkan ruangan atau fempat pada saat pemenksaan
- sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana
dimaksud pada huruf .

h.  memotret seseorang yang berkartan dengan tindak p:dana perpajakan daerah;
i memanggil grang untuk didengar keterangannya dan g@enksa sebgal tersangka atau sak5|

jr menghenttkan peyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perfu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dlbldang perpajakan
daerah menurut hukum yang dapat dlpertanggung ;awaban .

' (3} Penyidikan sebagalmana dimaksud pada ayat (1} pasal ini, membentahukan dimulainya penyldlkan dan

menyampaikan hasit penyelidikannya kepada penuntut umurm, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukurn Acara Pzdana ‘

BAB XV :
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Wajib pajak yang dengan Sengaja tidak menyampalkan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dan atau tidak
lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana
dengan hukuman penjara paling lama 3 (tlga) Bu[an dan atau denda pahng banyak 2 (dua) kali jum!ah pajak yang

7 terhutang
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~ Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dirﬁaksud pada pasal 30 fidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepeluh)
Tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhimya masa pajak atau berakhimya bagian Tahun: pajak atau
berakhimya Tahun pajak. . ' o ‘ .

BAB XVi
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Dengan bertakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 27
Tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dinyatakan fidak bed_akg lagi.

_ _ _ " Pasal 33 : | |
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati sépanjang mengenai
pelaksanaannya. ‘ - S ‘ o

'Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ' :

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur. ' .

s

Diundangkan di Maba
pada tanggal 12 Maret 2007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 43:
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

L UMUM

Daerah diberikan kewenangan sesuai dengan asas otonomi untuk menggaii sumber-sumber pendapatan
yang potensial guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan  kesejahteraan
masyarakat, maka perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber
dari pendapatan asli daerah salah satunya sumber pendapatan asli daerah ( PAD ) yang dapat memberikan
konstribusi terhadap penerimaan daerah adalah pengambilan dan pengolahan bahan galian C.

Sumber Daya Alam yang dikuasai Pemerintah _Daeréh dapat dilakukan pungutan Pajak sesuai dengan
semangat dan jiwa pembaharuan perpajakan dan refribusi sebagaimana terdapat dalam Peraturan -
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tetang Pajak Daerah

Dengan peﬁimbangan diatas, maka perfu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan dan
Pengotahan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Halmahera Timur.

IIl. PASAL DEMIPASAL -

Pasal 1 sampai dengan Pasal 11 L -
' Cukup Jelas. o

| TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TiMUR 39
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